BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan mempertimbangkan landasan teoritis
yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan terkait penolakan mahar
pecahan nominal sesuai tanggal tertentu oleh PPN KUA Kecamatan
Bojonegoro sebagai berikut:

1. Alasan PPN KUA Kecamatan Bojonegoro melakukan penolakan karena
dalam mahar tersebut terdapat pecahan nominal yang tidak bernilai dan
tidak ada manfaatnya sehingga terkesan sebagai simbolis saja, selain itu
juga karena mengandung riba karena cara mendapatkan uang pecahannya
dengan cara membeli, dan alasan terakhir mahar tersebut dianggap
menyulitkan.

2. Penolakan yang dilakukan PPN/Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro
terhadap mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu adalah mubah dan
diperbolehkan menurut Hukum Islam karena melihat dalam praktinya,
mahar yang ditolak berupa pecahan nominal sesuai tanggal tertentu di
KUA Kecamatan Bojonegoro terdapat pecahan yang tidak bernilai dan
bermanfaat serta mengandung riba sehingga tidak memenuhi syarat sah
mahar yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi seluruh PPN/Kepala KUA di setiap kecamatan diharapkan harus selalu
tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Karena

sebagai pelaksana terdepan Kementrian Agama, PPN/Kepala KUA berhak
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membimbing dan mengawasi masyarakat Islam khususnya jika ditemukan
persoalan khususnya terkait pernikahan.

. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, diharapkan selalu
mengedepankan aturan dan hukum yang sudah ada terutama dalam
menentukan mahar. Jangan sampai pernikahan yang akan dibina hanya
menuruti  nafsu dan  mengedepankan  nilai simbolis sehingga
mengesampingkan hakikat sebuah pernikahan.

. Bagi pemerintah atau pihak yang berwenang diharapkan segera membuat
aturan secara tertulis dalam persoalan terkait mahar yang mengandung
pecahan uang kecil yang sudah tidak berlaku karena peraturan yang sudah
ada seperti KHI masih dirasa umum dan belum mengatur secara khusus

terkait persoalan tersebut.



